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ABSTRAK 

 

Muh. Farabi Al-Gazali, Burhanuddin, Haerana. Pola Pengembangan Karier 

Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegewaian Dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Gowa. 

 

Penelitian ini membahas pola pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola 

pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa. Fokus utama 

penelitian ini adalah pola pengembangan karier vertikal dan horizontal. Pola 

vertikal dianalisis melalui indikator kompetensi teknis dan manajerial. Sementara 

itu, pola horizontal dievaluasi melalui kesesuaian jejak karier sebelumnya dan 

kebutuhan organisasi.  

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe 

studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, 

dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri dari 

pejabat struktural dan staf BKPSDM. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesempulan, serta pengabsahan data melalui 

triangulasi sumber, teknik, dan waktu.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karier vertikal di 

BKPSDM Gowa telah dilaksanakan melalui promosi jabatan dan peningkatan 

kompetensi sesuai regulasi dan sistem merit. Sedangkan pengembangan karier 

horizontal dilakukan melalui rotasi jabatan yang mempertimbangkan kebutuhan 

organisasi dan riwayat kerja pegawai. Meskipun implementasinya sudah cukup 

baik, masih terdapat tantangan dalam menjaga transparansi dan objektivitas, 

khususnya dalam proses mutasi dan promosi. 

 

Kata Kunci: Pengembangan, Karier, PNS, Kompetensi, BKPSDM,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap instansi pemerintah dalam mengembangkan pola karir 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan 

berdasarkan pola karir yang telah ditetapkan oleh unit kerjanya dan selaras 

dengan pola karier nasional, sehingga pengembangkan karir PNS dalam unit 

kerja tersebut lebih baik dan lebih terarah. Hal ini diatur dalam undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 

aturan terbaru yang mengatur pengembangan pegawai di Indonesia. UU ini 

memperkuat pengawasan sistem merit dalam pengelolaan ASN, memastikan 

bahwa pengangkatan, promosi, dan pemberhentian pegawai dilakukan 

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena intervensi 

politik atau praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), UU 20 tahun 2023 

juga menekankan kesejahteraan ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aspek ini 

mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi serta perbaikan lingkungan 

kerja. 

Pengembangan karir adalah suatu prosedur untuk meningkatkan 

kemampuan karyawan untuk bekerja dan mendorong kinerja yang lebih 

tinggi untuk mengejar karir yang diinginkan. Perusahaan mengharapkan 

karyawannya untuk memberikan umpan balik berupa kinerja yang baik 

untuk pengembangan karir yang didukungnya.
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 (Sukmawati & Tarmizi, 2022) Pengembangan karir merupakan suatu 

kondisi yang menunjukkan peningkatan status seseorang dalam sebuah organisasi 

ada jalur karir yang telah ditetapkan. Pengembangan karir adalah perpindahan yang 

memperbesar tanggungjawab karyawan ke jabatan yang lebih tinggi dalam sebuah 

organisasi sehingga kewajiban, hak, dan status menjadi lebih besar (Aisy et al., 

2023). 

Pengembangan karier merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh 

pegawai untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam bidang 

pekerjaan yang dijalankan (Fatmawati, 2023). Organisasi akan semakin 

kuat dengan adanya pengembangan karie. Di era disrupsi seperti saat ini, 

peran pengembangan karier menjadi semakin penting dalam menghadapi 

persaingan global yang semakin ketat. Situasi global yang terus berkembang 

dan kompleks juga memberikan dampak terhadap pengembangan karier. 

Pola pengembangan karier yang berdasarkan sistem merit membuat Aparatur 

negara khususnya PNS menjadi lebih menarik sebab tidak ada lagi praktik – 

praktik KKN yang terjadi dan setiap pegawai punya peluang serta hak yang 

sama dalam mengembangkan karier mereka. Selain itu, sistem merit ini 

membuat pola karier PNS menjadi lebih jelas dan terstruktur sehingga 

mudah sekali diaudit serta dapat memenuhi kriteria transparansi bagi 

seluruh pegawai (Ismail Nurdin, 2017). 

Eksistensi pegawai perlu mendapat pehatian khusus, berkaitan 

dengan Pengembangan karirnya. Pengembangan karir pegawai dalam 

mengemban tugas atau Jabatan Birokrasi melalui Diklat Kepemimpinan 

maupun Diklat Teknis berorientasi pada Standar Kompetensi Jabatan sesuai 
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dengan tantangan Reformasi dan globalisasi yang tentu saja disesuaikan 

dengan kebutuhan pemangku kepentingannya (Syahferri, 2021).  

Kualitas Aparatur tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-

usaha yang konkrit untuk meningkatkannya. Oleh karena itu, program 

tersebut perlu untuk terus ditingkatkan agar pegawai benar-benar memiliki 

kompetensi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. 

Ketidaksesuaian penempatan jabatan-jabatan struktural di lingkup 

BKPSDM Kabupaten Gowa merupakan suatu hal yang belum bisa 

diperbaiki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa, karena menjadi tugas dan fungsi 

dari BKPSDM Kabupaten Gowa sebagai perumus dan pelaksana kebijakan 

teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. 

Sumber daya manusia merupakan aset negara karena sumber daya 

manusia memegang peranan penting dalam kemajuan perusahaan. 

Keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan yang diharapkan 

tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan 

tersebut. Sumber daya manusia yang di butuhkan oleh perusahaan adalah 

sumber daya manusia yang loyal serta mampu membantu perusahaan dalam 

keadaan apapun penghargaan dengan meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan tersebut. Kepuasan kerja karyawan tidak dapat di pisahkan oleh 

pengembangan karir karyawan. Perencanaan dan pengembangan karir yang 

jelas dalam perusahaan dapat meningkatkan kepuasan karyawan terhadap 

pekerjaan nya. Setiap organisasi harus mampu menjaga karyawan yang 
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dimiliki agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada organsasi 

tersebut (Yolanda et al., 2015).  

 Organisasi merupakan sebuah wadah bagi beberapa orang untuk 

melakukan kerjasama dalam upaya mencapai sebuah tujuan yang telah 

ditentukan oleh organisasi tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) pada 

dasarnya bersifat fleksibel, kualitasnya bisa naik dan turun, karena itu 

sudah seharusnya SDM yang terdiri dari pegawai, manajer serta jajaran 

atas diberi pelatihan atau training agar hardskill dan softskill lebih 

berkembang serta mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru. Pada 

umumnya peluang pengembangan karir merupakan salah satu faktor yang 

menentukan bertahan atau tidaknya seorang karyawan dalam bekerja. 

Tidak terkecuali pada perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. 

Untuk mendapatkan kinerja SDM yang baik maka kepuasan SDM juga 

menjadi perhitungan. 

Pola pengembangan karir pegawai merupakan suatu jalur 

pertumbuhan karir yang menggambarkan keselarasan dan hubungan antara 

masa kerja, jabatan, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan seorang 

pegawai (Ika, 2023). 

 Penyelesaian pelaksanaan pekerjaan menyangkut pertumbuhan 

karir pegawai. Oleh karena itu, pembinaan merupakan garis pertahanan 

terakhir untuk menjamin bahwa anggota staf mempunyai informasi serta 

kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.  
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Dalam konteks pengembangan karier pegawai negeri sipil di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Gowa, terdapat berbagai tantangan teoretek dan empirik yang 

menjadi fokus kajian penting. Dari segi teoretek, konsep pengembangan 

karier seharusnya mengikuti prinsip-prinsip meritokrasi, di mana 

kompetensi, kinerja, dan potensi individu menjadi dasar utama dalam 

promosi dan penempatan (Danapratapa et al., 2024). Namun, dalam 

praktiknya, ada perdebatan mengenai sejauh mana prinsip ini benar-benar 

diterapkan di tingkat daerah. Kerangka teorek tentang model 

pengembangan karier yang ideal juga mencakup konsep pengelolaan 

sumber daya manusia yang berorientasi pada pengembangan kompetensi 

berkelanjutan, tetapi implementasinya sering kali menghadapi kendala 

struktural dan birokratis. 

Sementara itu, dari sisi empirik, terdapat tantangan nyata dalam 

penerapan kebijakan pengembangan karier di BKPSDM Kabupaten Gowa. 

Beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah kurangnya transparansi 

dalam proses promosi dan mutasi, serta adanya persepsi tentang pengaruh 

non-teknis, seperti faktor kedekatan personal atau politik, yang 

memengaruhi proses tersebut. Selain itu, sistem evaluasi kinerja yang ada 

terkadang dianggap belum mampu memberikan penilaian yang objektif 

dan akurat terhadap potensi pegawai. Dalam konteks pengembangan 

kompetensi, masih ditemukan kesenjangan antara program pelatihan yang 

diselenggarakan dengan kebutuhan aktual di lapangan, sehingga 
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efektivitas pelatihan dalam mendukung pengembangan karier menjadi 

dipertanyakan. 

Kombinasi antara tantangan teorek dan empirik ini menunjukkan 

perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam 

merancang serta mengimplementasikan pola pengembangan karier yang 

tidak hanya sesuai dengan teori administrasi publik, tetapi juga mampu 

menjawab realitas dan kebutuhan spesifik di daerah. Hal ini menjadi 

penting agar BKPSDM Kabupaten Gowa dapat menciptakan sistem 

pengembangan karier yang adil, transparan, dan berorientasi pada 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pola pengembangan karier vertikal Pegawai Negeri Sipil di 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di 

Kabupaten                                          Gowa? 

2. Bagaimana pola pengembangan karier horizontal Pengawai Negeri 

Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia di Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka Tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pola pengembangan karier vertikal Pegawai 

Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia  Kabupaten Gowa. 
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2. Untuk mengetahui pola pengembangan karier horizontal Pegawai 

Negri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Gowa.  

D. Manfaat Penulisan  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari peelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap 

pengembangan literatur dan teori mengenai pola pengembangan 

karier pegawai negeri sipil di badan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia. 

b. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam 

mengenai proses pola pengembangan karier pegawai negeri sipil 

di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. 

2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret 

bagi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gowa dalam pola 

pengembangan dan memberikan wawasan bagi karier PNS, yang 

akhirnya akan berdampak positif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitiann Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi peneliti dalam melaksanakan 

penelitian agar dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu dalam bidang ini telah 

memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang topik yang 

diteliti. Adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :  

Table 1.1 Penelitian Terdahulu 

NO  Nama dan Judul 

Penalitian 

Metode 

peneliitian 

Hasil penelitian 

1 Chayaning Dewi, 

Afinda Maulya, 

Dimas Arifian, 

Nailiatul Amaniah 

hubungan 

pengembangan 

karir terhadap 

kinerja pegawai 

Metode yang di 

gunakan yaitu 

metode kajian 

pustaka 

Hasil penelitian 

terdahulu adalah 

bahwa 

pengembangan karir 

memiliki dampak 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai 

Perencanaan karier 

menonjol sebagai 

faktor dominan 

dalam memengaruhi 

kinerja 

karyawan.sedangkan 

penelitian sekarang 

berfokus pada pola 

pengembangan 

karier pegawai 

negeri sipil dibadan 

pegawai dan 

pengembangan 

negeri sipil 

kabupaten gowa. 

2 (Dhita, 2023) Metode yang di Terdapat banyak 
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dengan judul 

implementasi 

pengembangan 

karier pegawai 

negri sipil melalui 

talent mobiliiti di 

dinas sosial 

provinsi DKI 

Jakarta. 

gunakan yaitu 

metode 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

permasalahan terkait 

dengan 

implementasi Talent 

Mobility di Dinas 

Sosial Provinsi DKI 

Jakarta, diantaranya 

perpindahan jabatan 

yang belum objektif, 

sumber daya 

manusia kurang 

memadai, minimnya 

informasi mengenai 

Talent Mobility, 

rendahnya motivasi 

pegawai serta 

perbedaan latar 

belakang pegawai 

baik dari segi 

ekonomi, sosial dan 

politik. Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi hambatan 

tersebut yakni 

dengan 

mengelompokkan 

pegawai sesuai 

kualifikasi, 

mengajukan 

pengadaan SDM, 

mengadakan 

sosialisasi, 

penerapan reward 

dan punishment 

serta melakukan 

observasi terhadap 

pegawai.sedangkan 

penelitian sekarang 

berfokus pada pola 

pengembangan 

karier pegawai 

negeri sipil dibadan 

pegawai dan 

pengembangan 

negeri sipil 

kabupaten gowa. 

3 (Civilization et al., Metode yang di Hasil penelitian ini 
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2021)dengan judul 

Efek meritokrasi 

sebagai moderasi 

pada 

kepemimpinan 

transaksional dan 

loyalitas kerja 

terhadap 

pengembangan 

karir pada badan 

pengelolaan 

keuangan daerah 

kabupaten Luwu. 

gunakan yaitu 

metode 

fenomenologi 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

menunjukkan bahwa 

pola karir di kantor 

BKPSDM 

Kabupaten 

Jeneponto belum 

berjalan dengan 

baik, baik dari 

perpindahan jabatan 

Mutasi sesuai 

dengan rumpun 

jabatan, 

pengalaman, 

kepangkatan, diklat 

jabatan, maupun 

keahlian seorang 

PNS dan sesuai 

dengan Peraturan 

Bupati Jeneponto 

belum berjalan 

dengan semestinya. 

Pola karir horizontal 

dalam hal 

perpindahan 

pegawai dengan 

rumpun jabatan 

yang sama, ada yang 

sesuai ada yang 

belum sesuai, pola 

karir vertikal dalam 

hal kepangkatan dan 

diklat jabatan yang 

belum juga 

terlaksana dengan 

baik dikarenakan 

rekam jejak pegawai 

dan jabatan yang di 

duduki tidak sesuai, 

dan motivasi atau 

dorongan pegawai 

tidak ada dalam 

melakukan 

pendiklatan. 

Sedangkan pola 

karir diagonal dalam 

peningkatan 

keterampilan PNS 
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dalam menduduki 

sebuah jabatan guna 

meningkatkan mutu 

pegawai sebab pada 

dasarnya pekerjaan 

ASN tidak boleh 

tidak merujuk 

kepada 

regulasi.sedangkan 

penelitian sekarang 

berfokus pada pola 

pengembangan 

karier pegawai 

negeri sipil dibadan 

pegawai dan 

pengembangan 

negeri sipil 

kabupaten gowa. 

 

Persamaan dan perbedaan dari penelitian: 

1. Perbedaan utama antara kedua judul terletak pada konteks institusi dan 

jenis pegawai yang menjadi fokus pengembangan karier. Namun, baik 

kebijakan di RSUD Pratama maupun pola di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tujuan yang sama, 

yaitu meningkatkan kualitas pegawai melalui pengembangan karier 

yang sistematis. 

2. Perbedaan utama antara kedua judul yaitu judul pertama menggunakan 

Talent Mobility, yang merujuk pada strategi rotasi atau perpindahan 

antar posisi untuk mengembangkan kompetensi PNS sedangkan judul 

penelitian ini menggunakan istilah Pola Pengembangan Karier, yang 

lebih umum dan bisa mencakup berbagai aspek dari sistem 
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pengembangan karier, tidak terbatas pada mobilitas talenta. 

3. Perbedaan utama aspek meritokrasi, kepemimpinan transaksional, dan 

loyalitas kerja digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi 

pengembangan karier PNS. Meritokrasi dijadikan moderasi yang 

mempengaruhi hubungan antara kepemimpinan transaksional dan 

loyalitas kerja terhadap pengembangan karier. Pada judul penelitian 

ini, penelitian lebih fokus pada pola atau proses pengembangan karier 

PNS secara umum tanpa memperkenalkan variabel tertentu seperti 

kepemimpinan atau loyalitas kerja. Adapun persamaan dari kedua 

judul penelitian ini adalah keduanya menyelidiki aspek pengembangan 

karier dalam konteks PNS, yang berarti keduanya berkaitan dengan 

struktur dan kebijakan karier dalam sistem kepegawaian pemerintah. 

B. Teori dan Konsep  

1. Pengembangan Karier  

Pengembangan karir ini, salah satunya adalah T. Hani Handako dalam  

menyatakan bahwa: “Pengembangan karir merupakan upaya-upaya 

pribadi seorang karyawan untuk mencapai suatu rencana karir”. Sejalan 

dengan pendapat tersebut Wiliam B. Cestetter dalam (Supardi, 2016). 

mengemukakan bahwa: “Pengembangan karir adalah perbaikan pribadi 

yang diusahakan oleh seseorang untuk mencapai rencana karir pribadi”. Di 

sini terlihat bahwa pengembangan karir 9 merupakan suatu upaya pribadi 

seorang karyawan dalam meningkatkan statusnya untuk mendapatkan 
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pendapatan atau jabatan yang lebih tinggi. Pengembangan karir berpusat 

pada sekitar kebutuhan yang dihubungkan dengan kegiatan dan minat 

karyawan. Pengembangan karir menunjukkan adanya peningkatan-

peningkatan status seseorang dalam jalur karir yang telah ditetapkan. 

Sehingga dengan adanya pengembangan karir ini dapat memberikan 

dorongan kepada karyawan dalam mengembangkan karir dalam 

pekerjaannya dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan Bambang Wahyudi (1991:65), menjelaskan pengembangan 

karir adalah suatu pekerjaan yang memiliki gambaran dan pola 

pengembangan yang jelas dan sistematis juga sebagai suatu sejarah jabatan 

dari seseorang yang merupakan rangkaian pekerjaan atau posisi yang 

pernah dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya.  

Dalam konteks individu, pengembangan karir dengan meningkatkan 

status dan gaji, memastikan keselamatan pekerjaan dan mempertahankan 

kemampuan dalam pasar tenaga kerja yang berubah. Pengembangan karir 

merupakan suatu proses yang berkelanjutan memberikan kesempatan 

kepada para karyawan untuk mengembangkan minat, kebutuhan dan 

pilihan karir dalam organisasi. Melalui pengembangan karir, karyawan 

dibantu untuk menentukan tujuan realistis dan kemampuan-kemampuan 

yang diperlukan untuk jabatan yang disandangnya. Karir seseorang adalah 

suatu kehidupan yang sangat pribadi dan sangat penting. Sikap dasar 

organisasi haruslah mengizinkan setiap orang untuk mengambil 

keputusannya sendiri dalam hubungan ini. Peran dari manajer personalia 



14  

 

 

adalah membantu dalam proses pengambilan keputusan ini dengan 

menyediakan sebanyak mungkin informasi tentang karyawan kepada 

karyawan itu sendiri. 

2. Konsep Pengembangan Karier 

 (Lim et al., 2020) menyatakan karir adalah semua pekerjaan yang 

ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Ini berarti karir 

menunjukan perkembangan seorang karyawan secara individual di dalam 

jenjang jabatan atau kepangkatan yang dicapai selama karyawan tersebut 

bekerja atau dialami selama masa kerja dalam suatu organisasi. Di sisi lain 

karir pun dapat menunjukan setiap individu dengan peranan ataupun status 

mereka di dalam organisasi.  Pengembangan karir ditujukan untuk melihat 

adanya peningkatan karir seseorang dari satu tingkat ke tingkat lainnya. 

  (Nilawati et al., 2023) menyatakan dimana pengembangan karir 

adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk 

mencapai suatu rencana karir. Hal ini perlu dikelola secara baik dan 

dikembangkan karena akan mencapai tujuan yang diharapkan, disisi lain 

hal ini dapat mendorong pegawai untuk melakukan hal-hal yang positif 

dan terbaik serta menghindarinya dari frustasi yang dapat menurunkan 

produktivitas. Dengan adanya pengelolaan dan pengembangan karir akan 

senantiasa meningkatkan efektifitas dan kreatifitas sumber daya manusia 

dalam upayanya mendukung organisasi untuk mencapai tujuan. 

3. Pola Pengembangan Karier 
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Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur 

pengembangan karier yang menunjukkan keterkatian dan keserasian 

antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi 

serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan 

pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun (PP Nomor 100 Tahun 

2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural). Dalam hal ini 

perlu tersedia perumpunan jabatan terkait dengan pola karier terebuka, 

yaitu dalam menempatkan pegawai yang pindah dalam suatu jabatan yang 

sesuai. 

Beberapa ahli mengemukakan pengertian pengembangan karier 

sebagai berikut: 

Ginzberg (1952:101), pengembangan karir adalah proses 

berkelanjutan di mana individu membuat keputusan terkait pekerjaan atau 

profesi mereka dalam rentang waktu tertentu, dipengaruhi oleh berbagai 

faktor internal dan eksternal. Ginzberg menekankan bahwa pengembangan 

karier bukanlah hasil dari satu keputusan tunggal, melainkan hasil dari 

serangkaian keputusan yang dibuat selama tahap-tahap kehidupan. Ada 

dua pola pengembangan karir menurut Ginzberg yaitu pola vertikal dan 

horizontal.  

Pola horizontal lebih menekankan pada pengayaan dan diversifikasi 

peran tanpa perubahan dalam hierarki jabatan. Indikator utama pola ini 

menurut  Ginzberg (1952:101)  yaitu: 
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1. Kemampuan kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skills), dan sikap kerja (attitude) yang 

harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan tugas atau pekerjaan 

secara efektif, efisien, dan profesional. Kompetensi tidak hanya 

tentang kemampuan teknis atau keahlian tertentu, tetapi juga 

mencakup kemampuan berpikir kritis, beradaptasi, berkomunikasi, dan 

memimpin sesuai dengan tuntutan jabatan atau posisi yang diemban. 

2. Penguasaan kompetensi baru, yang memungkinkan individu untuk 

menambah keahlian di bidang yang berbeda namun relevan dengan 

peran mereka. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan, sertifikasi, atau 

partisipasi dalam proyek-proyek baru. 

3. Perpindahan lateral (lateral moves) juga menjadi ciri khas pola ini, di 

mana seorang individu dipindahkan ke departemen lain dengan peran 

serupa untuk memperluas wawasan dan keterampilan. Misalnya, 

seorang staf pemasaran dapat dipindahkan ke divisi hubungan 

masyarakat untuk memperkuat pemahaman lintas fungsi. 

4. Kolaborasi lintas fungsi, di mana mereka bekerja dalam tim lintas 

departemen untuk mengerjakan proyek yang kompleks. Hal ini 

membantu meningkatkan jaringan dan eksposur, memberi kesempatan 

bagi individu untuk berinteraksi dengan berbagai pihak di dalam dan 

luar organisasi. 

Berikut indikator yang dijadikan panduan pola vertikal menurut 
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Ginzberg (1952:101)  yaitu: 

1. Peningkatan posisi atau jabatan seseorang dalam hierarki organisasi. Hal 

ini biasanya dicapai melalui promosi yang membawa tanggung jawab yang 

lebih besar. Salah satu indikator utama dari pola ini adalah kenaikan posisi 

jabatan, di mana individu secara bertahap naik dari jabatan junior ke 

tingkat yang lebih senior, seperti dari staf ke supervisor, hingga akhirnya 

menjadi manajer atau direktur. 

2. Peningkatan tanggung jawab, di mana individu diberi tugas yang lebih 

kompleks dan strategis. Sebagai contoh, seorang karyawan yang 

sebelumnya hanya bertanggung jawab atas pekerjaan administratif, 

kemudian mendapatkan peran untuk mengelola tim atau memimpin proyek 

penting. 

3. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi, seperti mengikuti pelatihan 

khusus, mendapatkan sertifikasi, atau menyelesaikan pendidikan lanjutan. 

Perubahan ini sering kali diikuti dengan peningkatan penghasilan atau 

tunjangan, mencerminkan penghargaan atas kontribusi yang lebih besar. 

4. Pengakuan dan prestasi formal termasuk penghargaan kinerja, 

menunjukkan keberhasilan individu dalam memenuhi tuntutan peran baru 

mereka. Pada tahap ini, individu juga biasanya memiliki peran yang lebih 

besar dalam pengambilan keputusan, memengaruhi arah strategis 

organisasi. 

Dessler, G. (2020:275), pengembangan karier merupakan proses 
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sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu agar 

dapat menjalankan peran profesional di masa depan dengan lebih baik. 

Proses ini bukan sekadar tentang mempersiapkan karyawan untuk peran 

yang lebih besar, tetapi juga tentang memastikan bahwa mereka memiliki 

keterampilan yang relevan untuk mendukung pertumbuhan organisasi. 

Dessler menjelaskan bahwa ada dua pola utama dalam pengembangan 

karier. Pertama adalah pola vertikal, yang mencerminkan peningkatan 

karier melalui jenjang jabatan yang lebih tinggi dalam struktur organisasi. 

Dalam pola ini, individu memperoleh promosi berdasarkan kinerja, 

keterampilan, dan tanggung jawab yang telah terbukti. Pola ini sering 

dianggap tradisional karena fokusnya pada hierarki dan penguatan 

kompetensi untuk memenuhi tuntutan di tingkat jabatan yang lebih tinggi. 

Berikut indikator yang dijadikan panduan pola vertikal menurut 

Dessler (2020:275)  yaitu: 

1. Promosi Jabatan 

Promosi adalah perpindahan individu ke jabatan yang lebih tinggi dalam 

hierarki organisasi. Hal ini mencerminkan peningkatan status profesional 

dan otoritas dalam perusahaan. Promosi sering kali disertai dengan 

perubahan tanggung jawab yang lebih besar dan menjadi penghargaan atas 

pencapaian serta kontribusi karyawan. 

2. Peningkatan Tanggung Jawab 

Indikator ini mencakup pemberian tugas yang lebih kompleks, strategis, 
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atau kritis. Tanggung jawab yang meningkat sering kali mencerminkan 

kepercayaan organisasi pada kemampuan individu untuk menangani peran 

yang lebih signifikan. 

3. Kenaikan Penghasilan 

Salah satu dampak promosi adalah penyesuaian gaji atau kompensasi, 

yang mencerminkan penghargaan organisasi atas kontribusi individu dan 

tanggung jawab baru yang diemban. 

4. Penguasaan Kompetensi Baru 

Pengembangan karier vertikal sering membutuhkan peningkatan 

kompetensi, seperti pelatihan lanjutan atau sertifikasi tambahan. 

5. Penilaian Kinerja yang Konsisten 

Promosi umumnya didasarkan pada kinerja yang konsisten dan unggul. 

Evaluasi kinerja menjadi acuan organisasi untuk memastikan bahwa 

individu memiliki kemampuan untuk menduduki posisi baru. 

Pola horizontal berfokus pada diversifikasi peran, tugas, atau keahlian 

dalam jenjang karier yang sama tanpa perubahan posisi dalam hierarki. 

Tujuan utama pola ini adalah meningkatkan keterampilan individu, 

memperluas wawasan, dan menciptakan pengalaman multidisiplin yang 

relevan dengan organisasi. Berikut indikator yang dijadikan panduan pola 

horizontal menurut Dessler (2020:275)  yaitu: 

1. Rotasi Jabatan. 

Rotasi jabatan adalah proses memindahkan seorang karyawan dari satu 
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posisi ke posisi lain di tingkat yang sama. Hal ini dirancang untuk 

memberikan pengalaman lintas fungsi dan membantu individu memahami 

berbagai aspek operasional organisasi. 

2. Pengayaan Peran 

Pengayaan peran melibatkan penambahan tugas atau tanggung jawab 

yang lebih menantang pada posisi yang sama. Hal ini tidak mengubah 

jabatan tetapi meningkatkan kompleksitas pekerjaan. 

3. Kebutuhan organisasi 

Kebutuhan Organisasi ini mengacu pada apa yang dibutuhkan oleh 

organisasi saat ini atau di masa depan, seperti keterampilan tertentu, 

pengalaman, atau peran yang harus diisi untuk mencapai tujuan organisasi. 

4. Kolaborasi Lintas Departemen  

Kolaborasi ini melibatkan partisipasi karyawan dalam proyek lintas 

departemen, yang memungkinkan mereka bekerja sama dengan tim lain. 

Ini memberikan pemahaman lintas fungsi dan meningkatkan jaringan 

profesional. 

5. Kesesuaian jejak kerja sebelumnya 

Kesesuaian jejak kerja sebeumnya ini mengacu pada bagaimana 

pengalaman atau riwayat kerja individu sesuai atau relevan dengan peran 

atau tugas yang diinginkan dalam organisasi. Konsep ini bisa merujuk pada 

seberapa baik keterampilan, pengalaman, dan pencapaian masa lalu 
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seseorang mendukung peran yang mereka jalani atau yang ingin dijalani di 

dalam organisasi. 

Edwin B. Flippo (1995:273) dalam (Supardi, E. 2016), mengemukakan 

bahwa pengembangan karier adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan 

untuk membantu individu mengembangkan potensi mereka. Ia membagi 

pengembangan karier menjadi dua pola utama, yaitu pola vertikal dan 

horizontal. Pola vertikal melibatkan kenaikan jabatan atau promosi ke 

posisi yang lebih tinggi, sementara pola horizontal berfokus pada rotasi 

jabatan atau perpindahan tugas tanpa kenaikan jabatan. Pola horizontal ini 

bertujuan untuk memperluas keterampilan dan pengalaman pegawai di 

berbagai bidang kerja yang setara, yang sangat berguna untuk 

meningkatkan fleksibilitas dan kapabilitas mereka di dalam organisasi. 

Dengan demikian, Flippo menekankan pentingnya kedua pola tersebut 

sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan karier 

dan kebutuhan organisasi. 

Pola pengembangan karier vertikal merupakan salah satu jenis pola 

yang paling umum diterapkan dalam organisasi, termasuk di lingkungan 

aparatur sipil negara (ASN). Pola ini melibatkan kenaikan jabatan atau 

pangkat ke tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Tujuannya 

adalah memberikan pengakuan atas kinerja, kompetensi, dan pengalaman 

individu sehingga mereka bisa mendapatkan tanggung jawab yang lebih 

besar dan posisi yang lebih strategis. Dalam konteks ini, seorang pegawai 

dapat memulai karier dari level staf atau pelaksana, kemudian seiring 



22  

 

 

waktu dan prestasi, mereka naik menjadi kepala seksi, kepala bidang, dan 

seterusnya hingga menduduki jabatan struktural tertinggi seperti kepala 

dinas. Proses ini biasanya memerlukan penilaian kinerja yang konsisten, 

pengembangan kompetensi melalui pelatihan atau pendidikan formal, serta 

pengalaman kerja yang relevan. 

 

Pola vertikal memberikan motivasi bagi pegawai karena adanya jalur 

karier yang jelas dan terstruktur. Dengan adanya sistem promosi ini, 

pegawai terdorong untuk meningkatkan kompetensi dan performa mereka 

dalam rangka mencapai posisi yang lebih tinggi. Namun, persaingan dalam 

pola ini cukup ketat karena jumlah posisi di tingkat atas terbatas, sementara 

jumlah pegawai yang memenuhi syarat untuk dipromosikan cukup banyak. 

Hal ini menuntut adanya sistem seleksi yang transparan dan berbasis 

meritokrasi agar proses promosi berjalan adil.  

Pola vertikal dalam pengembangan karier mengacu pada proses 

peningkatan jenjang karier atau jabatan seseorang dalam hierarki 

organisasi. Indikator yang relevan dalam pola vertikal pengembangan 

karier menurut Edwin B. Flippo (1995:273) meliputi: 

1. Pengakuan Kompetensi  

Penilaian kinerja yang menunjukkan peningkatan keterampilan, 

kemampuan, dan kompetensi individu dalam memenuhi persyaratan 

jabatan yang lebih tinggi. 
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2. Pelatihan dan Pengembangan 

Peluang untuk mengikuti program pelatihan yang dirancang untuk 

mempersiapkan individu ke jenjang karier yang lebih tinggi. 

3. Evaluasi Kinerja  

Penilaian secara berkala terhadap kinerja individu untuk 

mengidentifikasi kelayakan mereka dalam menerima promosi atau 

tanggung jawab tambahan. 

Pola pengembangan karier horizontal dalam konteks Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) merupakan pendekatan yang berfokus pada  

pengalaman dan kompetensi pegawai melalui perpindahan tugas atau 

rotasi jabatan, tanpa harus menaiki jenjang hierarki jabatan yang lebih 

tinggi. Pola ini dirancang untuk mengatasi stagnasi karier yang sering 

terjadi dalam birokrasi pemerintah, di mana peluang promosi vertikal 

terbatas, sementara kebutuhan untuk pengembangan kompetensi terus 

meningkat. 

Berukut indikator yang dijadikan panduan pengembangan karier 

horizontal menurut Edwin B. Flippo (1995:273) yaitu : 

1. Peningkatan Keterampilan  

Pola horizontal memberikan kesempatan kepada individu untuk 

memperoleh berbagai keterampilan, yang mungkin tidak dapat 

diperoleh jika hanya berfokus pada satu posisi atau jabatan. Dengan 

berpindah ke berbagai posisi yang memiliki tanggung jawab berbeda, 
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individu dapat memperluas wawasan dan memperdalam kompetensi di 

berbagai area pekerjaan. Hal ini penting untuk menciptakan tenaga 

kerja yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan dalam organisasi. 

2. Mobilitas dan Fleksibilitas 

Salah satu prinsip utama dalam pola horizontal adalah memberikan 

mobilitas dan fleksibilitas kepada individu untuk mengembangkan 

karier mereka tanpa harus selalu berorientasi pada kenaikan jabatan 

yang lebih tinggi. Ini memberi kebebasan kepada individu untuk 

mengeksplorasi berbagai kemungkinan karier tanpa harus merasa 

terjebak dalam struktur hierarki yang kaku. Pola ini juga 

memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan keahlian individu di 

berbagai bidang yang berbeda sesuai kebutuhan. 

3. Peningkatan Motivasi dan Kepuasan Kerja 

Dengan memberikan kesempatan bagi individu untuk berpindah 

posisi atau fungsi, pola horizontal dapat meningkatkan kepuasan kerja. 

Individu yang merasa terjebak dalam satu peran atau posisi cenderung 

merasa bosan dan tidak termotivasi. Sebaliknya, dengan rotasi 

pekerjaan, mereka dapat terus terlibat dalam tantangan baru, yang 

dapat meningkatkan semangat dan rasa memiliki terhadap organisasi. 

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Gowa 

berkantor di Jalan Mesjid Raya No 30 Sungguminasa, Nomor telpon/Fax 
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(0411) 880694 Sungguminasa. Landasan Hukum Pembentukan BKPSDM 

Kabupaten Gowa; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 

3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Gowa; Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 

8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Gowa; Peraturan Bupati Gowa Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Tugas 

Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Gowa. 

 Berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 pada pasal 

9 menyatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

(BKPSDM) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang kepegawaian dan diklat yang menjadi tanggungjawabnya 

berdasarkan kewenagannya sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 10, untuk 

penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2008, Dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

SDM mempunyai fungsi yaitu : Perumusan kebijakan teknis di bidang 

Kepegawaian dan Diklat Daerah; Pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat 

Daerah; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian dan 
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Diklat Daerah; Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, 

keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; Pengelolaan Unit 

Pelaksana Teknis Badan; Bahwa dalam sebuah Pelaksaanaan Tugas lain 

dari yang diberikan oleh Bupati haruslah sesuai dengan tugas kebutuhan 

dan fungsinya.(Ansari et al., 2020). 

C. Kerangka Pikir  

Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa. Untuk mengetahui pola 

pengembangan karier Pegawai Negri Sipil di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa. Penelitin ini akan 

dianalisis  berdasarkan indikator pola vertikal yang dikemukakan oleh Edwin 

B.Flippo 1995, yaitu Kompetensi Teknis dan Manejerial. Dan indikator pola 

horizontal yang dikemukakan oleh Ginzberg 1952, yaitu  kesesuaian jejak 

kerier sebelumnya,  Kebutuhan organisasi. 
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D. Fokus Penelitian  

 Fokus penelitian ini adalah melihat pola pengembangan karier Aparatur 

Sipil Negara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

kabupaten Gowa. 

E. Deskripsi Fokus  

 Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan di atas, maka dapat 

di kemukakan deskripsi fokus yaitu sebagai berikut: 

a. Pola pengembangan karier vertikal adalah pola pengembangan karier 

melalui promosi jabatan dengan berbasis kemampuan kompetisi, pelatihan, 

dan pengembangan karier yang telah diikuti, kinerja yang telah dicapai 

dalam kesepakatan dan gelombang yang telah di peroleh di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa. 

Pola Pengambangan Karier Pegawai 

Negri Sipil di Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

 

Pola Pengembangan karier 

 

 

Pola Vertikal 

 

1. Kompetensi Teknis 

2. Kompetensi Manajerial 

 

Pola Horizontal 

 

1. Kesesuaian Jejak 

Kerja. 

2. Kebutuhan Organisasi 

 

 

 

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir 
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1) Kamampuan Kompetensi yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh 

ASN dalam bentuk kopetensi teknis dan kompetensi manajerial di 

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gowa.  

a) Kompetensi teknis 

Kemampuan teknis adalah kemampuan yang di ukur melalui 

spesialisasisi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan 

pengalaman bekerja secara teknis di Badan Kepegawaian dan 

Sumber daya Manusia Kabupaten Gowa. 

b) Kompetensi menejerial 

Kempetensi menejerial adalah kompetensi yang di ukur melalui 

pelatihan struktural dan pengalaman kepemimpinan di Badan 

Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa. 

b. Pola pengembangan karier horizontal adalah pola pengembangan karier 

yang berfokus pada rotasi pegawai untuk meningkatkan pengalaman 

pegawai sebelum mengalami promosi jabatan di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa. 

1. Kesesuaian jejak kerj sebelumnya 

Kesesuaian jejak kerja sebelumnya yaitu adanya kesesuaian 

pengalaman kerja atau pengalaman jabatan sebelumnya di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Gowa. 

2. Kebutuhan organisasi  

Kebutuhan organisasi adalah kebutuhan organisasi yang di ukur dari 
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analisis jabatan dan analisis beban kerja di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi 

 Berdasarkan judul penelitian “Pola Pengembangan Karier Pegawai Negri 

Sipil di Badan Kepegewaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Gowa”. Waktu penelitian yang di butuhkan dakam penelitian ini 

adalah sekitar 2 bulan. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mengambil 

objek sumber data sebagai informasi yang dibutuhkan untuk menyatakan 

kebenaran dalam hasil penelitian. Adapun lokasi penelitian ini sesuai judul yang 

telah di tetapkan, penelitian ini di lakikan di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis kualitatif. 

b. Tipe Penalitian 

Tipe penelitian ini menggunakan tipe studi kasus, Dalam konteks penelitian 

yang berfokus pada pola pengembangan karier pegawai negeri sipil di 

sebuah institusi seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM), pendekatan studi kasus menjadi pilihan yang 

sangat relevan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam 

mengenai proses, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi para pegawai 

dalam mengembangkan karier mereka. Sebuah studi kasus tidak hanya 

mengamati fenomena secara umum, tetapi juga menelaah secara rinci 
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bagaimana dinamika ini terjadi dalam konteks spesifik suatu lembaga (Yin, 

2018). 

C. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu: 

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan penulis untuk memperkaya 

dan mempertajam analisis bagi penarikan Kesimpulan yang meliputi: 

pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan 

penulis tentang bagaimana pola pengembangan karir pegawai negeri 

sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

di Kabupaten Gowa. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai 

laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis 

yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian yang bersifat 

informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah mengenai 

bagaiamana pola pengembangan karier pegawai negeri sipil di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten 

Gowa. 

D. Informasi Penelitian  

 Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang didasarkan 

pada kemampuan dan pengalamannya untuk memberikan informasi terkait 

penelitian ini. Penentuan informan di tentukan dengan Teknik purposive. 

Teknik ini merupakan teknik pengambilan informasi yang di tentukan oleh 

peneliti sendiri secacra sengaja dengan memperhatikan berbagai kriteria. 
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Kriteria yang dimaksud adalah: 

1.  Pengatahuan tentang objek yang akan di teliti,  

2. Informan yang dipilih berada dalam komunitas yang akan di teliti,  

3. Pejabat struktur yang ada pada lokasi yang menjadi tempat penelitian dan  

4. Tokoh agama, masyarakat, dll yang berkaitan denga napa yang akan di teliti.  

Berikut yang akan menjadi informa dalam peneliitian ini : 

Tabel 3. 1 Informan penelitian 

NO Nama Informan Inisial Jabatan 

1. Zubair Usman 

,S.STP., Msi 
ZU 

Kepala Badan BKPSDM Kab. 

Gowa 

2. Muh.Natsir Arif S.E, 

M.Adm.SDA 
MNA 

Kepala Bidang Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

3. Muh Fadil S.Sos 
MF 

Staf Bidang Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

4. Irzak Zaenal S.Sos 
IZ 

Staf Didang Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

5. Ahmad Naim S. Sos 
AN 

Staf Bidang Pembinaan dan 

Kesejahteraan 

6. Jamaluddin Karim 

S.E 
JK 

Staf  Bidang Pengadaan dan 

Mutasi 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

c. Wawancara 

 Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

bentuk wawancara tidak berstruktur dan bersifat lebih informal. Wawancara 

tidak terstruktur memiliki ciri-ciri yaitu, pertanyaan sangat terbuka, 

kecepatan wawancara sangat sulit diprediksi, sangat fleksibel, pedoman 

wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, penggunaan kata, alur 

pembicaraan dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu 
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fenomena (Faiq et al., 2020). Pada penelitian ini wawancara dilakukan 

dengan pegawai fungsional dan struktural di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa. 

d. Observasi  

Peneliti memiliki peran yang aktif dalam situasi lingkungan tertentu. Yaitu 

dengan melakukan pengamatan terhadap informan penelitian dan kemudian 

peneliti secara aktif melakukan wawancara dengan informan untuk 

memperoleh informasi dan data lengkap (Ruslan et al., 2014). Observasi 

dilakukan dengan mengamati secara langsung situasi di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa. 

e. Dokumentasi  

Dokumentasi berguna sebagai pelengkap dari pengguna teknik 

pengumpulan data dengan observasi maupun wawancara. Dokumentasi 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hal 

ini di tempuh peneliti guna memperoleh data yang lebiih autentik. 

Dokumentasi tersebut berupa tulisan-tulisan berbentuk catatan, buku, 

naskah teks materi, dokumen ataupun arsip-arsip. Yang terkait dengan 

pembahasan penelitian ini. Dari dokumentasi tersebut, nantinya penulis 

gunakan untuk pengumpulan data. Dengan mempelajari bahan tertulis 

sehingga dapat membantu penulis dalam mencari informasi yang terkait 

dengan permasalahan penelitian. 
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F. Teknik Analisi Data 

 Pada hakikatnya analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan memberi kode atau tanda dan 

mengkatagorikannya serta diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau 

masalah yang dijawab. Menurut Miles dan Hubermen dalam (Sugiyono, 2013). 

langkah-langkah dalam analisis data di bagi menjadi tiga tahap yaitu: 

a. Reduksi Data  

 Yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Hasil reduksi data ini akan memberikan 

gambaran yang lebih terfokus, memudahkan peneliti dalam pengumpulan 

data selanjutnya dan mempermudah pencarian data jika dibutuhkan. 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun yang 

paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat 

naratif. 

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

 Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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G. Teknik Pengabsahan Data 

 Teknik keabsahan data pada penelitian ini dilakukan untuk 

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan ini benar-benar merupakan 

suatu penelitian ilmiah untuk menguji data yang diperoleh.  

 Menurut (Sugiyono 2013) teknik pengabsahan data terdiri dari tiga 

yakni tringuasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu adapun 

penjelasannya yaitu sebagai berikut : 

a. Triangulasi Sumber 

Tringulasi sumber adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa Sumber. 

Misalnya mengecek data yang didapat secara langsung dari hasil wawancara 

dan observasi hingga yang didapat secara tidak langsung seperti dokumen 

dan arsip. 

b. Triangulasi Teknik  

 Tringulasi teknik adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi 

dan dokumentasi. 

c. Triangulasi Waktu  

 Triangulasi waktu  data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di 

pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan 

memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Penelitian 

 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Gowa memiliki sejarah, visi-misi, dan struktur organisasi yaitu 

sebagai barikut. 

1. Sejarah dan Letak Geografis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa 

Sejarah berdirinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa berawal dari kebutuhan 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Kabupaten Gowa. Lembaga ini dibentuk sebagai salah 

satu bagian penting dalam struktur pemerintahan daerah, dengan tujuan 

untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya manusia 

(SDM) di lingkungan pemerintahan kabupaten Gowa. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Gowa awalnya merupakan sebuah lembaga yang memiliki nama 

berbeda, dan seiring dengan perkembangan struktur organisasi 

pemerintahan daerah pada tahun nama dan tugas pokoknya mengalami 

perubahan. Sebelum menjadi BKPSDM, instansi ini dikenal dengan sebutan 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD). BKD ini dibentuk sebagai bagian dari 

upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 

dan pengelolaan ASN di Kabupaten Gowa. 
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Pada perkembangan selanjutnya, BKD Kabupaten Gowa berubah 

menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) pada tahun 2014, dengan fokus yang lebih luas tidak hanya 

pada pengelolaan ASN, tetapi juga pada pengembangan kompetensi dan 

kapasitas SDM di lingkungan pemerintah daerah. 

Transformasi dari BKD menjadi BKPSDM ini terjadi seiring dengan 

tuntutan untuk mengelola SDM yang lebih profesional, modern, dan 

berbasis pada kompetensi untuk mendukung kinerja pemerintahan daerah. 

BKPSDM berperan dalam melakukan seleksi penerimaan ASN, 

pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan, serta peningkatan karier 

ASN dalam rangka mendukung visi misi Kabupaten Gowa. Perubahan ini 

juga terjadi sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengutamakan 

pengembangan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan 

dan peningkatan kapasitas ASN di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di 

Kabupaten Gowa. Dengan perubahan ini, BKPSDM semakin fokus pada 

pemberdayaan dan pengembangan kapasitas ASN untuk mencapai kinerja 

yang lebih baik dan efektif dalam melayani masyarakat. 

Landasan Hukum Pembentukan BKPSDM Kabupaten Gowa; 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah;   

b. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa;   

c. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
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Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa;   

d. Peraturan Bupati Gowa Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, 

Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan SDM Kabupaten Gowa 

 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Gowa berkantor di Jalan Mesjid Raya No 30 Sungguminasa, 

Nomor telpon/Fax (0411) 880694 Sungguminasa: 

           

Gambar 4. 1 Lokasi BKPSDM Kabupaten Gowa 

  

2. Visi misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

kabupaten Gowa 

1) Visi  

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah 

Kabupaten Gowa yang handal dan professional melalui penyelenggaraan 

rekrutmen, pembinaan karir, peningkatan prestasi kerja, disiplin dan  

kesejahteraan PNS. 

2) Misi  

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. 

b. Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian. 



42  

 

 

c. Meningkatkan sarana, prasarana dan laporan. 

Penjelasan misi dikaitkan dengan tujuannya adalah sebagai berikut : 

Misi 1: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah perlu dilakukan peningkatan kualitas mental, wawasan 

dan peningkatan skill. 

Misi 2: Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen di bidang Kepegawaian 

dan Diklat Daerah dan peningkatan sarana dan prasarana. 

Misi 3: Meningkatkan sarana, parasarana dan laporan. 

3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia kabupaten Gowa 

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

Kabupaten Gowa tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten 

Gowa Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Gowa yaitu: 

 

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Gowa 

 Sumber: Data sekunder BKPSDM 



43  

 

 

B. Hasil Penelitian 

Berdasrkan dari kerangka fikir sebelumnya maka untuk mengetahui 

Pola Pengembangan Kerier Pengawai di Badan Kepegawaian dan 

Pengenbangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa ada dua pola yang di 

pakai penulis yaitu pola vertikal dan pola horizontal yaitu sebagai berikut. 

1. Pola Vertikal  

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Gowa merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan 

kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gowa. BKPSDM Kabupaten Gowa memiliki peran strategis dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan terkait 

pengembangan karier pegawai. Tujuan utama BKPSDM adalah menciptakan 

sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegrit as dalam 

mendukung pelayanan publik yang optimal. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Gowa 

berpedoman pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta kebijakan internal daerah 

yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dengan pendekatan berbasis 

kompetensi, BKPSDM Kabupaten Gowa berusaha mendorong pengembangan 

karier pegawai secara sistematis dan berkelanjutan. 
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a) Kemampuan Kompetensi 

 

Kemampuan kompetensi dalam pola pengembangan karier sangat 

penting untuk memastikan seseorang dapat berkembang dalam jalur 

profesionalnya. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari 

keterampilan dasar hingga keahlian khusus yang berkaitan dengan bidang 

pekerjaan tertentu. Kompetensi inti, misalnya, mencakup kemampuan 

komunikasi yang baik, kerja sama dalam tim, kepemimpinan, serta 

keterampilan dalam memecahkan masalah. Kemampuan ini menjadi dasar 

yang diperlukan di hampir semua profesi. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Gowa memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui berbagai program 

pengembangan karier. Salah satu upaya nyata adalah penyelenggaraan 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang bertujuan untuk 

mengembangkan kompetensi manajerial pejabat pengawas. Pelatihan ini 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah, yang 

pada gilirannya akan berdampak positif pada kemajuan Kabupaten Gowa. 

1. Kompetensi Teknis 

Pola pengembangan kareir pegawai secara vertikal di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

dengan mengukur kompetensi teknis melalui promosi jabatan dengan 

mengacu pada pejabat eselon II yaitu Kepala BKPSDM dan pejabat Eselon 
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III yaitu kepala bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). 

Untuk lebih jelasnya diuraiakan sebagai berikut: 

a) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang Kepala 

Badan dituntut untuk memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. 

Pendidikan formal menjadi salah satu faktor penting yang membentuk 

kemampuan strategis, analitis, dan kepemimpinan yang diperlukan dalam 

mengelola organisasi pemerintahan. Untuk mengetahui lebih lanjut, dapat 

lihat pada tabel berikut: 

        

  

 

Sumber: Profil BKPSDM Kabupaten Gowa, 3 Maret 2025 

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara 

spesialisasi pendidikan yang dimiliki oleh Kepala BKPSDM yaitu 

sarjana Sains Terapan Pemerintahan dan Magister Sains Terapan 

Pemerintahan dengan jabatan sekarang sebagai kepala badan. Dengan 

demikian, promosi jabatan Kepala BKPSDM telah sesuai dengan pola 

pengembangan karier yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan dari BKPSDM yang mengatakan bahwa: 

Tabel 4. 1 Spesialisasi Pendidikan Kepala BKPSDM Kabupaten Gowa 

No Tingkat Pendidikan Keterangan Keterangan  

1. Sarjana Sarjana Sains Terapan 

Pemerintahan 

Kompeten 

2. Magister Magister Sains 

Terapan Pemerintahan 

Kompeten 
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“Saya melihat bahwa latar belakang pendidikan seseorang sangat 

mendukung untuk meningkatkan efektivitas kerja seorang kepala 

badan, apalagi dalam instansi yang bergerak di bidang 

pemerintahan. Pendidikan tersebut memang dirancang khusus 

untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional dan 

memiliki kompetensi yang memadai." (Hasil wawancara ZU, 

tanggal 3 Maret 2025). 

 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bahwa latar 

belakang pendidikan seseorang sangat mendukung untuk meningkatkan 

efektivitas kerja seorang kepala badan, apalagi dalam instansi yang 

bergerak di bidang pemerintahan. Pendidikan tersebut memang 

dirancang khusus untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang 

profesional dan memiliki kompetensi yang memadai. Selanjutnya untuk 

mengetahui pelatihan teknis fungsional kepala BKPSDM dapat di lihat 

tabel berikut: 

Tabel 4. 2 Pelatihan Teknis Fungsional Kepala BKPSDM Kabupaten Gowa 

No  Diklat Fungsional Keterangan 

1. Diklat fungsional keahlian Kompeten 

2. Diklat teknis dan fungsional Kompeten 

3. Diklat fungsional keterampilan Kompeten 

Sumber: Data Kepegawaian Kabupaten Gowa 2025 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelatihan teknis (diklat 

fungsional keahlian, diklat teknis dan fungsional, dan diklat fungsional 

keterampilan) yang pernah di ikuti oleh Kepala BKPSDM Kabupaten 

Gowa menunjukkan kesesuaian antara diklat yang telah diikuti dengan 

jabatan yang diduduki. Dengan demikian Kesesuaian antara pelatihan 



47  

 

 

yang telah diikuti dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Bidang 

mencerminkan pola pengembangan karier vertikal, karena 

menunjukkan adanya peningkatan jenjang karier yang sejalan dengan 

peningkatan kompetensi relevan. 

Diklat fungsional keahlian membekali peserta dengan 

kompetensi teknis yang mendalam dalam bidang tertentu, seperti 

kepegawaian, perencanaan, atau pelatihan sumber daya manusia. 

Sebagai Kepala BKPSDM, penguasaan keahlian ini penting untuk 

merancang kebijakan pengelolaan ASN, melakukan analisis kebutuhan 

pegawai, serta menyusun program pengembangan karier yang efektif 

dan berbasis kompetensi. 

 Diklat teknis fungsional, peserta mendapatkan kemampuan teknis 

operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas fungsional 

sehari-hari.  

Diklat fungsional keterampilan mendukung dalam memahami 

secara rinci proses administrasi kepegawaian, penggunaan sistem 

informasi kepegawaian, serta penerapan berbagai regulasi terbaru 

terkait ASN. Dengan keterampilan yang diperoleh, Kepala BKPSDM 

dapat memastikan bahwa pengelolaan administrasi kepegawaian di 

lingkup pemerintah daerah berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai 

prosedur. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari kepala BKPSDM yang 

mengatakan bahwa: 
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“Ya, jadi mengenai diklat fungsional yang telah saya ikuti itu ada 

beberapa tapi dalam lingkungan BKPSDM ini saya telah 

mengikuti diklat fungsional seperti diklat fungsional keahlian, 

diklat teknis dan fungsional, dan pernah juga ikut diklat 

fungsional keterampilan. Jadi mungkin itu beberapa diklat yang 

saya pernah saya ikuti, saya juga mendorong para ASN untuk 

aktif mengikuti berbagai diklat yang sesuai dengan jabatan 

maupun pengemembangan diri.” (Hasil wawancara ZU, tanggal 

3 Maret 2025) 

 Dari hasil wawancara di atas bukan hanya memberikan informasi, 

tetapi juga menjadi inspirasi mengenai pentingnya pengembangan SDM 

aparatur melalui berbagai bentuk diklat yang relevan dan aplikatif. 

 Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengalaman 

teknis dapat di lihat tabel berikut: 

Tabel 4. 3 Pengalaman kerja teknis Kepala BKPSDM Kabupaten Gowa 

 

Sumber: Data Kepegawaian Kabupaten Gowa 2025 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengalaman teknis yang di miliki 

kepala BKPSDM Kabupaten Gowa yaitu Pengelola Administrasi 

Kepegawaian, pengelola Seleksi PPPK, dan Perencanaan Kebutuhan 

Pegawai, memiliki keterkaitan dengan jabatan sekarang sabagai kepala 

BKPSDM Kabupaten Gowa dan menunjukkan kesesuaian. Sangat 

No  Jabatan  Pengalaman Kerja Secara Teknis keterangan 

1. Analisis Ahli 

Pertama 

Pengelola Administrasi 

kepegawaian 

Kompeten 

2. Analisis 

Kepegawaian 

Pengelola seleksi PPPK. Kompeten 

3. Analisis 

SDM 

Aparatur 

Perencanaan kebutuhan Pegawai Kompeten  
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nampak adanya pengembangan karier secara vertikal karena yang 

bersangkutan mengalami promosi jabatan dari Kepala Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Eselon III) menjadi kepala 

BKPSDM Kabupaten Gowa (Eselon II). Hal ini sejalan dengan 

pernyataan dari Kepala BKPSDM yang mengatakan bahwa: 

“Pengalaman teknis di bidang kepegawaian, antara lain saat 

menjabat sebagai Pengelola Administrasi Kepegawaian,. Selain 

itu, saya juga pernah menjadi Pengelola Seleksi PPPK.  memiliki 

pengalaman dalam menyusun perencanaan kebutuhan pegawai 

berdasarkan beban kerja dan struktur organisasi.” (Hasil 

wawancara ZU, tanggal 3 Maret 2025) 

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa pengalaman teknis 

bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga memperkuat peran dalam 

memimpin BKPSDM agar bisa menjadi instansi yang mampu 

membentuk ASN yang berkualitas, berintegritas, dan siap melayani 

masyarakat dengan baik. 

Setelah mencermati tiga tabel sebelumnya (tabel 3, tabel 4, dan 

tabel 5) menunjukkan bahwa kepala BKPSDM memiliki kompetensi 

teknis. Spesialisasi pendidikan yang relevan, pengalaman teknis 

fungsional yang mendalam, dan riwayat kerja teknis yang terstruktur 

menunjukkan bahwa karier sebagai Kepala BKPSDM dibangun di atas 

prinsip meritokrasi dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Hal 

ini mencerminkan pola pengembangan karier ASN yang vertikal, di 

mana setiap jenjang karier dilalui dengan peningkatan kapabilitas, 

pengalaman, dan tanggung jawab yang selaras. 
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b) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Dalam sebuah organisasi, khususnya di lingkungan pemerintahan, 

posisi Kepala Bidang memiliki peran strategis dalam menjalankan 

program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk dapat menjalankan 

tugas dan tanggung jawab tersebut dengan efektif, diperlukan keterkaitan 

antara spesialisasi pendidikan dengan jabatan yang diembangnya. Salah 

satu faktor penting yang berkontribusi terhadap kompetensi ini adalah 

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seorang Kepala Bidang. Untuk 

mengetahui lebih lanjut, perhatikan tabel berikut: 

         Tabel 4. 4 Spesialisasi Pendidikan Kepala Bidang Pengembangan SDM 

Kabupaten Gowa 

Sumber: Data Kepegawaian Kabupaten Gowa 2025 

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara 

spesialisasi pendidikan yang dimiliki oleh Kepala Bidang 

Pengembangan SDN  yaitu Sarjana Ekonomi Menajemen dan Magister 

Administrasi Sumber Daya Aparatur dengan jabatan sekarang sebagai 

kepala bidang menunjukkan kesesuaian yang sangat kompeten dan 

relevan. Dengan demikian, promisi jabatan Kepala Bidang 

Pengembangan SDM telah sesuai dengan pengembangan karier yang 

No Tingkat Pendidikan Keterangan Keterangan 

1. Sarjana Sarjana Ekonomi 

Menajemen 

Kompeten 

2. Magister Magister Administrasi 

Sumber Daya Aparatur  

Kompeten 
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diharapkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mengatakan bahwa: 

“Saya menempuh pendidikan Sarjana di bidang Ekonomi 

Menajemen dan melanjutkan studi Magister di bidang 

Administrasi Sumber Daya Aparatur. Dengan bekal tersebut, 

pendekatan yang saya gunakan dalam menyusun program-

program pengembangan ASN selalu berfokus pada efisiensi, 

pemenuhan kebutuhan organisasi, serta peningkatan kualitas 

pelayanan publik.” (Hasil wawancara MNA, tanggal 4 Maret 

2025) 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa beliau menempuh 

pendidikan Sarjana di bidang Ekonomi menajemen dan melanjutkan 

studi Magister di bidang Administrasi Sumber Daya Aparatur. 

Mencermati spesialisasi pendidikan yang dimiliki selain menunjang 

pekerjaan yang dikerjakan juga menunjang kariernya terkait dengan 

pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya untuk mengetahui 

lebih lanjut mengenai diklat fungsional yang pernah diikuti, perhatikan 

tabel berikut: 

Tabel 4. 5 Diklat Fungsional Kepla Bidang Pengembangan SDM 

No  Diklat fungsional Keterangan  

1. Diklat fungsional Pegawai Kompeten 

2. Diklat fungsional menajemen ASN Kompeten 

Sumber: Data Kepegawaian Kabupaten Gowa 2025 

Tabel di atas menunjukkan bahwa diklat fungsional yang diikuti  

kepala bidang pengembangan SDM relevan dengan tugas yang terkait 

dengan bidang pengembangan SDM. Dengan demikian yang 
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bersangkutan telah memahami tugas-tugas yang terkait pengembangan 

SDM saat dipromosi menjadi Kabid Pengembangan SDM. Oleh karena 

itu, diklat fungsional yang diikuti menjadi bagian dari pola 

pengembangan karier secara vertikal. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mengenai diklat 

fungsional pengembangan karie yang menyatakan: 

“Diklat yang paling sering di ikuti adalah Fungsional 

Manajemen ASN menjadi salah satu yang sering di ikuti 

ikuti. Selain dari itu ada juga yang disebut Diklat Fungsional 

Kepegawaian yang mencakup aspek pengelolaan pangkat 

dan jabatan, penyusunan formasi ASN, serta pemahaman 

terhadap regulasi kepegawaian yang terus diperbarui. SDM. 

(Hasil wawancara MNA, tanggal 4 Maret 2025) 

 

Dari hasil wawancara menjelaskan gambaran yang jelas bahwa 

pelatihan dan pengembangan kompetensi merupakan bagian penting 

dalam pembinaan pejabat struktural, khususnya di lingkungan 

BKPSDM Kabupaten Gowa. Upaya ini diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi dan memperkuat 

implementasi reformasi birokrasi di daerah.  

Untuk mengetahui mengenai pengalaman kerja teknis Kepala 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, perhatikan tabel 

berikut: 

 

 

 

 



53  

 

 

Tabel 4. 6 Pengalaman Kerja Teknis Kepala Bideng Pengembangan SDM  

Kabupaten Gowa 

No  Pengalaman Kerja Secara Teknis Keterangan 

1. Perencanaan program pengembangan 

kompetensi 

Kompeten 

2. Pengelola data dan evaluasi ASN Kompeten 

Sumber: Data Kepegawaian Kabupaten Gowa 2025 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengalaman kerja teknis yang 

dimiliki Kepala Bidang Pengembangan SDM yaitu perencanaan 

program pengembangan kompetensi dan pengelola data dan evaluasi 

ASN. Kedua jabatan tersebut memiliki keterkaitan dengan jabatan 

sekarang sebagai Kepala Bidang Pengembangan SDM dan 

menunjukkan kesesuaian yang sangat kompeten dan relevan. Sangat 

nampak adanya pengambangan karier secara vertikal karena yang 

bersangkutan mengalami promosi jabatan dari Sub Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Eselon IV) menjadi Kepala 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ( Eselon III). Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Kepada Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Manusia yang menyatakan bahwa: 

“Pengalaman kerja teknis yang pernah di ikuti ialah seperti 

perencanaan program pengembangan kompetensi. Pernah 

juga jadi pengelola data dan evaluasi ASN, dimana 

bertanggung jawab dalam menyusun dan memelihara data 

base kompetensi ASN.” (Hasil wawancara MNA, tanggal 4 

Maret 2025) 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengalaman kerja 

teknis yang dimiliki oleh kepala bidang pengembangn SDM 
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mencerminkan kemampuan dalam merancang program pengembangan 

kompetensi ASN secara terstruktur dan berbasis kebutuhan riil di OPD. 

Hal ini menunjukkan bahwa narasumber tidak hanya memahami 

pentingnya pemetaan pelatihan berdasarkan jenis kompetensi teknis, 

manajerial, maupun sosial kultural tetapi juga mampu 

menyesuaikannya dengan prioritas dan anggaran daerah. Selain itu, 

pengelolaan data kompetensi ASN yang dilakukan secara sistematis 

menunjukkan kompetensi dalam evaluasi kinerja dan perencanaan 

pengembangan SDM berbasis data. 

Setelah mencermati tiga tabel sebelumnya (tabel 6, tabel 7, dan 

tabel 8) menunjukkan bahwa kepala bidang pengembangan SDM 

memiliki kompetensi teknis, latar belakang pendidikan yang sesuai, 

kedalaman pengalaman fungsional, serta riwayat kerja teknis yang 

relevan menunjukkan bahwa perjalanan karier menuju posisi kepala 

bidang pengembangan SDM dibangun melalui peningkatan kompetensi 

yang konsisten. Ini menggambarkan model pengembangan karier ASN 

yang baik, dimana setiap tahap dilalui dengan peningkatan kualitas, 

pengalaman kerja, serta tanggung jawab yang seimbang. 

2. Kompetensi Menejerial 

Pola pengembangan karier pegawai yang menekankan pada kompetensi 

majerial dapat diukur melalui Diklat Kepemimpinan (LATPIM) dan 

pengalaman kepemimpinan. Kompetensi manajerial sangat penting untuk 

menciptakan organisasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. 
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Dalam banyak organisasi, pengembangan kompetensi manajerial menjadi 

salah satu prioritas utama dalam rangka menciptakan pemimpin-pemimpin 

yang mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Untuk 

mengetahui lebuh lanjut mengenai kompetensi menejerial dapat kita lihat 

tabel berikut: 

Tabel 4. 7 Pelatihan Struktural 

Jabatan Eselon Pelatihan 

Struktural 

Keterangan 

Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM 

IV 

Pelatihan 

Kepemimpinan 

pengawas 

Kompeten 

III 

Pelatihan 

Kepemimpinan 

Administrator 

Kompeten 

Sumber: Data Kepegawaian Kabupaten Gowa 2025 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelatihan struktural yang telah diikuti 

oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu Pelatihan 

Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, 

memiliki keterkaitan yang sangat kompeten dan relevan dengan jabatan 

yang saat ini diemban. Kedua pelatihan tersebut dirancang untuk membekali 

aparatur sipil negara dengan kemampuan manajerial dan kepemimpinan 

yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat struktural. 

Dengan demikian kesesuaian antara jenis pelatihan dengan jenjang jabatan 

saat ini menunjukkan adanya pola pengembangan karier yang bersifat 
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vertikal, karena terjadi peningkatan posisi yang didukung oleh peningkatan 

kompetensi yang relevan dengan bidang tugas dan tanggung jawab yang 

lebih tinggi. 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Administrator (PKA) 

merupakan tahapan penting dalam membangun kompetensi ASN yang 

menduduki jabatan struktural. PKP fokus pada penguatan kemampuan 

teknis dan operasional, seperti perencanaan kegiatan, supervisi, dan 

penyelesaian masalah lapangan. Sementara itu, PKA mengembangkan 

kapasitas strategis, termasuk perencanaan kebijakan, pengelolaan sumber 

daya, dan kepemimpinan perubahan. Kedua pelatihan ini saling melengkapi 

dan sangat mendukung pelaksanaan tugas sebagai Kepala Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Staf Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mengenai Pelatihan 

Struktural yang dilaksanakan di BKPSDM Kanupaten Gowa yang 

menyatakan: 

“Pelatihan yang tiap tahun kami lakukan yaitu pelatihan 

kepemimpinan pengawasan dan pelatihan kepemimpinan 

administrator.itu pengawas eselon 4, administrator eselon 3. Kami 

melaksanankan pelatihan pengembanhan pengawas dan pelatihan 

administrator itu tiap satu tahun sekali.” (Hasil wawancara MF, 

tanggal 4 Maret 2025) 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan yang di ikuti Kepala 

Bidang yaitu untuk memberikan wawasan dan bekal teknis yang relevan 

dengan jabatan baru. Selain itu, pelatihan juga mencakup studi banding ke 

daerah yang lebih maju guna menambah wawasan dan memperbaiki 
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program kerja di BKPSDM. Kemudian tabel selanjutnya menjelaskan 

mengenai pengalaman kepemimpinan yang relevan antara pengalaman 

kepemimpinan dan jabat sekarang, untuk mengatahui labih lanjut mari kita 

lihat tabel berikut: 

Tabel 4. 8 Pengalaman Kepemimpinan 

No. 
Jabatan 

Sekarang 

Pengalaman Kepemimpinan 
Keterangan 

Eselon 
Pengalaman 

Kepemimpinan 

 
 
 

1. Kepala Badan 

IV 
Sub Bidang Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 
Kompeten 

III 
Kepala Bidang Pengembangan 

Suber Daya Manusia  
Kompeten 

II 
Kepala Badan Kepegawaian Dan 
pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

Kompeten 

 
 

2. 
 
 

Kepala Bidang 

IV 
Sub Bidang Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 
Kompeten 

III 
Kepala Badan Kepegawaian Dan 
pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

Kompeten 

Sumber: Data Kepegawaian Kabupaten Gowa 2025 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengalaman kepemimpinan kepala 

bidang BKPSDM sangat kompeten dan relevan terhadap jabatan yang di 

jalankan saat ini sebagai kepala BKPSDM Kabupaten Gowa. Ketika 

menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (Eselon IV), beliau telah memiliki pengalaman teknis dan 

operasional dalam menyusun dan menjalankan program pelatihan serta 

pengembangan ASN. Pengalaman ini memberi pemahaman mendalam 

mengenai kebutuhan kompetensi di berbagai jenjang jabatan, yang tentu 

sangat berguna ketika beliau kini harus mengambil keputusan di level 

kebijakan. Selanjutnya, saat beliau menjabat sebagai kepala bidang 
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Pengembangan SDM (Eselon III), kapasitasnya meningkat menjadi 

perancang strategi pengembangan aparatur secara menyeluruh. Di posisi ini, 

beliau mengasah kemampuan kepemimpinan strategis, koordinasi lintas 

sektor, serta pengambilan keputusan berbasis data dan evaluasi kinerja. Ini 

membentuk membentuk kesesuaian yang sangan kompeten dan relevan 

dengan jabatan sekarang sebagai kepala BKPSDM dan kepala bidang 

pengembangan SDM sehingga dapat di kategorikan pola yang horizontal. 

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian 

dan Pengembaangan Sumber Daya Manusia yang menyatakan: 

“Saat menjabat sebagai pejabat eselon IV di Sub Bidang 

Pengembangan, saya mulai banyak belajar tentang pengelolaan 

program pelatihan dan pengembangan pegawai secara teknis.” (Hasil 

wawancara ZU, tanggal 3 Maret 2025) 

Hasil wawancara di atas menunjukkan pengembangan karier Kepala 

BKPSDM berlangsung secara vertikal, dimulai dari penguasaan aspek 

teknis saat menjabat sebagai pejabat eselon IV hingga peningkatan peran 

strategis sebagai Kepala Bidang. Tanggung jawabnya berkembang dari 

perencanaan dan pelaksanaan pelatihan hingga memastikan program 

pengembangan SDM sejalan dengan kebijakan daerah dan regulasi 

nasional. Hal ini mencerminkan adanya kesinambungan antara pengalaman, 

peningkatan kompetensi, dan jabatan yang diemban. 

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan 

mengenai pengalaman kepemimpinan Kepala Bidang Pengembangan SDM 

sebagai berikut: 
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“Sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Manusia,  terlebih dahulu mengemban tugas sebagai penanggung 

jawab di Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.” (Hasil 

wawancara MNA, tanggan 4 Maret 2025) 

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa sebelum menjabat sebagai 

Kepala Bidang Pengembangan SDM, ia telah memiliki pengalaman sebagai 

penanggung jawab di Sub Bidang Pengembangan  SDM, di mana ia 

mendalami aspek teknis pelatihan dan pengembangan ASN. Pengalaman 

tersebut menjadi fondasi penting yang mendukung kemampuannya dalam 

memimpin di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan pola 

pengembangan karier vertikal, di mana peningkatan jabatan didasarkan 

pada pengalaman dan kompetensi yang relevan. 

Setelah mencermati dua tabel sebelumnya (tabel 9, dan tabel 10) 

menunjukkan bahwa kepala BKPSDM memiliki kompetensi teknis. Dimana 

menunjukkan kesesuaian yang sangat kompeten dengan janbatan sekarang. 

Kompetensi manajerial yang dimiliki saat ini merupakan hasil dari 

perpaduan antara pelatihan struktural yang sistematis dan pengalaman 

kepemimpinan yang matang di bidang pengelolaan sumber daya manusia. 

Pelatihan struktural yang telah diikuti, seperti pelatihan kepemimpinan 

pengawas dan pekatihan kepemimpinan administrator, telah memberikan 

fondasi yang kuat dalam hal pengambilan keputusan strategis, pengelolaan 

perubahan, serta penguatan integritas dan akuntabilitas birokrasi. 
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2. Pola Horizontal  

Dalam konteks manajemen kepegawaian modern, termasuk yang 

diterapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Gowa, pola horizontal menjadi salah satu strategi yang 

digunakan untuk mendistribusikan pegawai secara lebih fleksibel dan tepat 

sasaran. Pola horizontal ini merujuk pada pengembangan karier melalui 

pemindahan pegawai ke jabatan lain yang setara dalam struktur organisasi, 

baik dari sisi pangkat maupun tanggung jawab. Di Badan kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, pelaksanaan pengembangan karier 

secara horizontal mempertimbangkan beberapa indikator yang berkaitan 

langsung dengan kinerja dan potensi pegawai yaitu sebagai berikut: 

a) Kesesuaian Jejak Karier Sebelumnya 

 Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber daya Manusia  

Kabupaten Gowa memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa 

jejak kerja ASN sesuai dengan pola pengembangan karier yang efektif. 

Melalui pelatihan, seleksi terbuka, dan penilaian kompetensi, Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memastikan 

bahwa pengembangan karier ASN didasarkan pada kompetensi dan kinerja 

yang objektif. Untuk mengetahui lebih lanjut maka perhatikan tabel berikut: 

Tabel 4. 9 Kesesuaian jejak kerja 

Pejabat Eselon 

III 

Jabatan Lama Jabatan Sekarang Keterangan 

Kepala Bidang Kepala Bidang 

Pengadaan dan 

Mutasi 

Kepala Bidang 

Pembinaan dan 

Kesejahteraan 

Kompeten 

Sumber : Data Kepegawaian Kabupaten Gowa 2025 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa kesesuaian jejak kerja pejabat eselon 

III yang pernah menjabat sebagai kepala bidang pengadaan dan mutasi dan 

sekarang menjabat sebagai kepala bidang pembinaan dan pengadaan 

menunjukkan bahwa rotasi tersebut memiliki kesesuaian yang kompeten 

dengan jabatan sekarang. Dengan demikian, kesesuaian jejak kerja Kepala 

Bidang dapat dikategorikan sebagai pola horizontal karena perpindahan ini 

terjadi dalam satu bidang kerja yang serupa dan tidak naik jenjang. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Staf Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan 

mengenai apa kasesusaian jejak kerja sebelumnya dengan penempatan 

jabatan sekarang di instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa yaitu: 

“Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi 

Pegawai, di mana saya bertanggung jawab atas proses rekrutmen, 

mutasi internal, serta penataan kebutuhan ASN. Saat ini, saya 

mengemban amanah baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan 

Kesejahteraan Pegawai.” (Hasil wawancara AN, tanggal 10 Maret 

2025) 

Selanjutnya wawancara dengan staf bidang pembinaan dan 

kesejahteraan mengenai apa yang menjadi kesesuaian antara pengalaman 

kariernya dengan jabatan yang sekarang. sebagai berikut: 

“Di pengadaan dan mutasi, saya belajar pentingnya ketepatan data, 

objektivitas, serta bagaimana menempatkan pegawai sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan organisasi. Pengalaman ini sangat 

berguna saat berpindah ke bidang pembinaan.” (Hasil wawancara 

AN, tanggal 10 Februari 2025) 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengalaman di bidang 

pengadaan dan mutasi memberikan dasar yang kuat bagi responden dalam 
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menjalankan tugas di bidang pembinaan. Pemahaman tentang data pegawai 

dan penempatan yang tepat membantu dalam merancang program 

pembinaan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain fokus pada pelatihan, 

responden juga menekankan pentingnya membangun semangat kerja dan 

kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai. 

Kemudian penulis kembali wawancara dengan Kepala Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengenai 

kesesuaian jejak kerja pegawai yaitu: 

“Kesesuaian antara pengalaman kerja pegawai dengan jabatan yang akan 

ditempati sangat penting, terutama dalam jabatan manajerial umum di 

lingkungan pemerintah daerah yang menuntut kemampuan administrasi, 

koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan. Meski tidak selalu teknis, tetap 

diperlukan latar belakang pengalaman yang relevan agar pegawai dapat 

beradaptasi cepat dan bekerja secara efektif.” (Hasil wawancara ZU, 

tanggal 3 Maret 2025)  

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kecocokan antara 

pengalaman kerja pegawai dan jabatan baru sangat penting dan 

dikategorikan sebagai pola pengembangan karier yang diinginkan. Di 

lingkungan pemerintah daerah, sebagian besar jabatan bersifat manajerial 

umum, yang membutuhkan kemampuan mengatur administrasi, bekerja 

sama dengan berbagai bidang, dan menjalankan kebijakan. 

Setelah mencermati tabel sebelumnya (tabel 11) dapat di simpulkan 

bahwa kesesuaian jejak kerja pegawai menunjukkan keterkaitan yang 

kompeten dengan jabatannya saat ini sehingga dikategorikan pola 

penembangan kerier yang horizontal. Perpindahan dari Bidang Pengadaan 

dan Mutasi ke Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan memberikan 
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pengalaman yang sangat berharga bagi beliau. Pengalaman sebelumnya 

membantu beliau memahami karakteristik dan kebutuhan pegawai secara 

lebih menyeluruh, sehingga program pembinaan dan kesejahteraan bisa 

disusun dengan lebih tepat sasaran. Perpindahan ini juga memperluas cara 

pandangnya, dari yang semula fokus pada administrasi kepegawaian, 

menjadi lebih menekankan aspek pembinaan, motivasi, dan kesejahteraan 

pegawai. Dengan semangat kerja yang tinggi dan pendekatan yang 

humanis, beliau menunjukkan bahwa adaptasi dan pembelajaran 

berkelanjutan adalah kunci dalam menjalankan tugas di bidang 

manajemen kepegawaian. 

b) Kebutuhan Organisasi 

Kebutuhan organisasi dalam pola pengembangan karier sangat berkaitan 

erat dengan struktur dan tata kerja yang telah ditetapkan, seperti yang 

tercantum dalam dokumen SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja). 

Dalam setiap unit organisasi, dilakukan analisis jabatan dan analisis beban 

kerja untuk memahami kebutuhan sumber daya manusia secara spesifik. 

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah pegawai yang 

diperlukan berdasarkan volume pekerjaan di setiap bagian organisasi. 

Dalam praktiknya, jika suatu unit organisasi memiliki tugas 

administratif seperti pengelolaan kepegawaian, maka beban kerja dihitung 

untuk mengetahui berapa banyak pegawai yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara efisien. Setelah kebutuhan ini 

diidentifikasi, lembaga seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
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Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengisi kekosongan atau 

menyesuaikan jumlah pegawai sesuai dengan hasil analisis tersebut. 

Peneliti wawancara dengan Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi 

Kepegawaian mengenai kebutuhan organisasi di BKPSDM kabupaten 

Gowa yang manyatakan: 

“Pada dasarnya, setiap unit organisasi telah memiliki SOTK, analisis 

jabatan, dan analisis beban kerja yang menjadi acuan dalam menentukan 

jumlah dan jenis pegawai yang dibutuhkan. Dokumen tersebut 

menggambarkan beban kerja serta kebutuhan aparatur secara rinci. 

BKPSDM berperan dalam mengisi kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil 

analisis tersebut.” (Hasil wawancara JK, tanggal 3 Maret 2025) 

 

Lalu peneliti  kembali wawancara terkait tantangan apa saja yang 

menjadi halangan dalam memenuhi kebutuhan organisasi di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa 

yang menyatakan: 

“Tantangan utama dalam pengadaan sumber daya manusia adalah 

melakukan kajian beban kerja dan keuangan di setiap unit organisasi. 

Jika pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang cukup 

untuk membayar gaji aparatur, maka pengadaan SDM dapat 

dilakukan. Proses ini harus sesuai dengan kajian dan aturan hukum 

yang berlaku.” (Hasil wawancara JK, tanggal 3 Maret 2025) 

 

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa mengenai 

jumlah pegawai dan rotasi jabatan yang manyatakan. 

“ BKPSDM Kabupaten Gowa memiliki 50 pegawai dan menerapkan 

kebijakan rotasi jabatan yang selektif dan tidak rutin, dengan 

interval minimal dua tahun agar pegawai dapat beradaptasi dan 

menunjukkan kinerja. Rotasi ditentukan berdasarkan penilaian 

kinerja dari sistem E-Kinerja yang objektif, sehingga pimpinan 

dapat mengevaluasi pegawai secara adil untuk pengembangan 

individu maupun kebutuhan organisasi.” (Hasil wawancara ZU, 
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tanggal 3 Maret 2025) 

 

Kemudian penulis kembali wawancara mengenai seberapa 

pengaruh tingkat eselon mempengaruhi efektivitas dam efisiensi kerja 

organisasi yaitu: 

“ Tingkat eselon dalam organisasi sangat memengaruhi efektivitas 

dan efisiensi kerja karena setiap pejabat memiliki latar belakang 

yang berbeda. Penempatan yang sesuai dengan pengalaman dan 

kemampuan akan memudahkan penyelesaian tugas, memperlancar 

koordinasi, dan meningkatkan kinerja organisasi. Sebaliknya, 

penempatan yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakefektifan 

karena kurangnya pengalaman di bidang tersebut.” (Hasil 

wawancara dengan ZU, tanggal 3 Maret 2025) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, kebutuhan 

organisasi di lingkungan BKPSDM Kabupaten Gowa ditentukan secara 

sistematis melalui dokumen Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), 

analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Ketiga instrumen ini menjadi 

dasar untuk mengetahui jumlah dan jenis jabatan yang diperlukan dalam 

setiap unit kerja. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak terlepas 

dari berbagai tantangan, terutama keterbatasan anggaran yang menjadi 

pertimbangan utama dalam proses pengadaan pegawai. Dalam konteks 

pengelolaan sumber daya manusia, rotasi jabatan dilakukan secara selektif 

dan terjadwal, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja melalui 

sistem E-Kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan karier di 

BKPSDM tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga membuka ruang bagi 

pengembangan karier horizontal melalui rotasi jabatan yang dirancang 

untuk meningkatkan kapasitas pegawai sekaligus menjawab kebutuhan 

organisasi yang terus berkembang. Penempatan pegawai pada posisi yang 
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sesuai dengan kompetensi dan pengalaman juga dipandang krusial dalam 

menjaga efektivitas dan efisiensi kerja organisasi, sehingga pendekatan ini 

mendukung pengembangan SDM yang adaptif dan responsif terhadap 

dinamika tugas pemerintahan. Dengan demikian pada penelitian ini dapat 

dikatakan pola yang horizontal. 

C. Pembahasan 

 

Dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan 

oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan karier merupakan 

aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan 

pemerintahan. Bagi Aparatur Sipil Negara, pengembangan karier tidak hanya 

bertujuan meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga untuk mendukung 

terciptanya birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Dalam 

konteks pemerintahan daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memegang peranan strategis dalam 

mengelola dan mengembangkan potensi ASN agar mampu menjawab 

tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks. 

1.  Pola Vertikal Pengembangan Karier 

 

Menurut Spencer dan Spencer (1993) menyatakan bahwa 

pengembangan karier yang efektif harus berlandaskan pada kompetensi, 

yakni kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan 

dengan tuntutan pekerjaan. Hal ini selaras dengan praktik pola 

pengembangan karier vertikal dalam birokrasi, di mana individu didorong 

untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi melalui peningkatan 
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kapasitas dan kapabilitas.  

Hal ini sejalan denangan uraian pada hasil penelitian yang 

menjelaskan bahwa pola pengembangan karier vertikal dalam lingkungan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) berjalan secara sistematis dan berbasis kompetensi, 

khususnya dalam aspek teknis. Pola ini tercermin melalui peningkatan 

jenjang jabatan yang dilalui seiring dengan peningkatan kualifikasi 

pendidikan, partisipasi dalam pelatihan fungsional yang relevan, serta 

akumulasi pengalaman kerja teknis yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi.  

Pada pola vertikal di BKPSDM Kabupaten Gowa tidak semata-mata 

didasarkan pada masa kerja atau faktor administratif, melainkan pada 

capaian kompetensi yang dibuktikan secara konkret melalui pendidikan, 

pelatihan, dan pengalaman kerja yang mendalam. Dengan demikian, 

implementasi pola pengembangan karier vertikal tidak hanya 

mencerminkan prinsip meritokrasi, tetapi juga menjadi mekanisme 

penting dalam membentuk aparatur yang profesional, berdaya saing, dan 

mampu mengemban tanggung jawab yang lebih besar secara efektif dalam 

struktur birokrasi pemerintahan. 

2. Pola Horizontal Pengembangan Karier 

Pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya 

terbatas pada promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (pola vertikal), 

tetapi juga dapat dilakukan melalui pola horizontal, yaitu perpindahan atau 
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rotasi jabatan dalam level yang sama untuk memperluas wawasan, 

meningkatkan keterampilan lintas fungsi, serta mempersiapkan ASN untuk 

tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. 

Menurut Flippo (1984) menyatakan bahwa pengembangan karier 

merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan kemampuan individu 

agar dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan organisasi. 

Dalam konteks ini, rotasi horizontal bukan sekadar formalitas, tetapi 

instrumen strategis untuk memperluas wawasan ASN, meningkatkan 

keterampilan lintas fungsi, serta mempersiapkan mereka menghadapi 

tanggung jawab yang lebih besar. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menjelaskan penerapan 

pola pengembangan horizontal melalui pendekatan kesesuaian jejak kerja 

menjadi strategi penting dalam pengelolaan karier ASN di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Gowa. Dalam hal ini, proses rotasi atau perpindahan jabatan 

tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan yang 

matang terhadap latar belakang pengalaman serta kompetensi yang dimiliki 

oleh pegawai yang bersangkutan.  

Di sisi lain, pola pengembangan horizontal juga harus selaras 

dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang seiring dengan 

perubahan struktur dan beban kerja. Lebih jauh, keberhasilan 

pengembangan horizontal juga harus didukung oleh kebutuhan organisasi 

yang berkembang.  
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Menurut Widodo (2015) menyatakan bahwa pengembangan karier 

yang efektif harus mempertimbangkan perubahan struktur organisasi dan 

beban kerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah di jelaskan, 

penentuan kebutuhan organisasi di BKPSDM Kabupaten Gowa dilakukan 

analisis jabatan, dan analisis beban kerja, serta didukung oleh sistem 

penilaian kinerja berbasis digital seperti E-Kinerja. Hal ini memastikan 

bahwa rotasi pegawai tidak hanya relevan secara individu, tetapi juga 

menjawab kebutuhan aktual organisasi 

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pola 

pengembangan horizontal merupakan instrumen strategis dalam 

pengelolaan karier ASN yang tidak hanya memperkuat kapasitas individu, 

tetapi juga memastikan keberlanjutan kinerja organisasi. Ketika rotasi 

jabatan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian jejak kerja, maka 

perpindahan antarunit dalam level eselon yang sama tidak sekadar menjadi 

formalitas administratif, melainkan menjadi media pembelajaran lintas 

fungsi yang efektif. 

  



70 

 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola pengembangan karier 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pola pengembangan karier vertikal di BKPSDM Kabupaten Gowa 

dilakukan secara sistematis dan berbasis kompetensi, dengan 

mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi akademik, pengalaman teknis, 

dan pelatihan fungsional yang mendukung tugas jabatan. Kenaikan jabatan 

tidak hanya didasarkan pada masa kerja, tetapi juga pada kapasitas nyata 

yang ditunjukkan melalui rekam jejak kinerja dan kemampuan teknis yang 

relevan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip meritokrasi, di 

mana promosi jabatan diarahkan untuk mendukung profesionalisme ASN 

serta memastikan efektivitas pelayanan birokrasi secara berkelanjutan. 

2. Pola pengembangan karier horizontal di BKPSDM Kabupaten Gowa 

dilakukan melalui rotasi jabatan untuk memperluas wawasan dan 

meningkatkan keterampilan lintas fungsi ASN, berdasarkan kesesuaian 

jejak kerja. Rotasi ini memastikan efektivitas program kerja dengan 

memanfaatkan pengalaman dan kompetensi pegawai. Selain itu, 

pengembangan horizontal diselaraskan dengan kebutuhan organisasi 

melalui perencanaan yang sistematis, seperti SOTK dan analisis jabatan. 
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Dengan demikian, rotasi tidak hanya mendukung pengembangan individu, 

tetapi juga menjawab kebutuhan struktural dan operasional organisasi yang 

dinamis. 

3. Penelitian di BKPSDM Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa pola 

pengembangan karier yang dominan adalah pola vertikal melalui promosi 

jabatan dan kenaikan pangkat, berdasarkan kompetensi teknis dan 

manajerial, pelatihan, serta evaluasi kinerja. Pola horizontal juga diterapkan 

melalui rotasi dan mutasi jabatan, memperhatikan kesesuaian jejak kerja 

dan kebutuhan organisasi. Sistem ini berjalan sesuai regulasi dan prinsip 

meritokrasi, namun masih menghadapi tantangan dalam transparansi, 

objektivitas promosi, serta keselarasan pelatihan dengan kebutuhan 

lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk 

memastikan pengembangan karier yang adil, profesional, dan 

meningkatkan kinerja pelayanan publik. 

 

B. Saran 

1. BKPSDM Kabupaten Gowa diharapkan untuk terus meningkatkan 

kualitas dan frekuensi pelatihan kepemimpinan dan pengembangan 

SDM. Program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan akan 

memberikan peluang bagi PNS untuk mengembangkan keterampilan 

dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi dan persyaratan jabatan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara spesifik bagaimana pola 

pengembangan karier memengaruhi kinerja organisasi. Ini dapat 
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memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Gowa. 
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